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ABSTRAK

Sistem seifgard nukliv merupakan sistem yang dikembanghan aleh Bedun Tenagea Alom fnternasional (14AF.A4}
clan kemudian diadopsi oleh Tiaktal Pelarangan Pervebaran Senjata Nukliv (NPT) sebagai fnstrumen wunlufk
mengewasi kepatnharn sualu negara bukan pemilik senjata nikliv yang menjodi Negora Pihak terhadap
kewajiban legad vang tercantum pada Traktar tersebit. Sisiem ini dikembangkan selamea kurun veak 1960 -
1990, dan kemudion diperkiiar dalam pariode tahun 1990 — 2005, Dengan pemerthan terhadap kevajibon
legal dalam sistem seifgard ini moka suatu negara bukan pemilik senjata mukliv dapat memberi jominan
hepada dunia internasional balva negara ini tidak premiliki kegiatan, fasilitas aiau bahan nukliv vang dapar
dibiat menjadi senjata nukliv. Berbagal tantangan datam pelaksanaannya vung bersifit pelanggaran tefah
lerfudi beberapa kali. Henpiv sebagion besar pelanggaran berhasil ditangeni ofch Sciretariat IAEA, wieski
ada yang terpaksa dilaporkan ke Dewan Kewmanan PBE. Mengingat penfingnya sistem seifgend delam
kerangha perdamaion dan keamonon dunia, sudah selgvalnye semua negare pilhak pada NPT uniuk
menerapkent persetujnan seifoard dengan 1454 ini

Kerter kined: seffgard nufdin, IAEA, NPT

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS SYSTEM AND ITS CURRENT CUAILENGES, Nuclear
safeguards system is a system developed by the liternational Atomic Energy Agency (FAEA) and adopted by
the Trealy on the Non-Proliferation of Nuclear Heapons (NP1) as cor instrument to observe the complianee
of a non-mitcleqr weapon state as a sicle parly aguainsi the legal obligations coniain in the Trealy. This
spstem was developed during (960 — 1990, and then strengthened in the period of 1990 — 2003, By fulfilling
the legal obligutions under safeguards system o non-nncleor weapon stare can give guargniee to the
internationel world that this state has no nuelear materiad, activities or facifities to be mads as nnclear
weapon. Challenges in s implementation in the forms of breaches have been occurred several times. Most of
the breaches can be secired by the 14154 Secveterial, even though there are those reported (o the UN
Security Conneil, Considering the importance of this safeguards sysiem in the firamework of world peace and
security, it is encouraged thet stale party to the NPT to conclude and implement safegnards agreement with
the IAEA.

Kewwords: nuclear safeguards, IAEA, NPT

perang semacam it dan untuk mengambil tindakan
PENDAHULUAN untuk menjaga keamanan manusia. ‘Traktat yang
. L pembahasanuya berjalan cukup alot ini kemudian
Iraktat Pelarangan .Penyebar?n Senjata Nuklic  giconian alen Sidang Umum Perserikaton Bangsa-
Q?IPT, H?f Treaty on the _—“?”-P"O"'i’ff"af:’-?” ‘;f Bangsa (PB3} dan berlaku mulai bulan Mei 1970,
! {uu’ew _Ueapom) yang d'S(‘_tmul pada tallgg%_ I J”, ! Sesuai dengan Pasal 11 darl NPT, setiap negara
1968 d1§usun dengan pe1t1mba11gaq antara lain vang bukan pemilik senjata nukliv yang menjadi
mengenai kfthancm'an yang akfm d1a[§aml SEMUL  Neoara Pihak pada NPT tidak boleh menerima,
umal menasie oleh perang ka]“'j selllmgg.a p.erlu membuat atan memiliki senjata ini atau alar ledak
dilakukan upaya untuk menghindari - terjadinya nuklir lainnya. Berdasar Pasal HI, negara-negara ini
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juga harus melaksanakan persetujnan  seifgard
dengan IAEA dalam aplikasi seifgard unluk scmua
kegiatan damai nuoklirnya. Scbagai [nbalannya,
pada Pasal [V dicantumkan bahwa Traktat
mengakui hak semua Negara Pihak untuk memiliki
peralatan, baban, dan  informasi ilmigh  dan
reknologi nuklir dalam aglikasinya untuk maksud-
maksud damal.

Dalam rangka melakukan penjagaan Lerhadap
kegiatan nuklir untuk maksud-maksud  danai,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memanfaatkan
upaya seifgard yang telah dilakukan oleh Badan
Tenaga Atom Internasional (TAEA, Internctional
Arennic Enevay Agency) sciak awal 1960an.! Upaya
seifgard Inl pada awalnya hanya merupakan
kesepakatan antara AS, Unt Soviet, dan negara-
negara besar lainnya pada peitengaban tahun
1950an untuk mengawasi transter teknologi nuklir
ke negara-negara lainnya. Namun pada akhir tahun
1950an tersebut, tanggung jawab seifgard ini
dialihkan ke TAEA yang terbentuk tahun 1957,

Makalah ini  menyajikan  secara  singkat
perkenibangan sistem seifeard yang dilaksanakan
1AEA sejak awal 1960an hingga tabun-tahwmn
terakhir ini. Selnin itu divraikan pula tantangan
vang ada terhadap sistem seifgard sast ini terkalt
dengan perkembangan  telknologi yang sudah
sedemikian pesat terjadi. Seperti yang dapat
dipahami selanjuinya, keterbatasan finansial yang
dialami TAEA menyebabkan organisasi ini memiliki
keberganlungan vang besar pada dana bantuan
sukarela vang diberikan negara-negara besar untuk
melaksanakan fungsi seilgard sersebut.
Kcbergantungan  ini, pada  gilirannya, dapat
menimbulkan  kecurigaan adanya tckanan pada
FARA sehingga IAEA tidak lagi bersifat adil dalam
melaksanakan salah satu fumgsinya yang amat
panting ini.

PENGEMBANGAN SISTEM TAHUN 1960
~1999

Meski pun TAFA tclah menerima  pelimpahan
wewenang pelaksanaan seifzard sejak akhir 1950an,
namun sarmpai sekitar tahun 1964 tidak ada kegiatan
vang berarti untuk melaksanakannya, Sampal pada
tahun 1964 i kelima negara anggota tetap Dewan
Keamanan PBB - AS, Uni Soviet, Perancis, Inggris,
dan Cina, telah melakukan pereobaan senjata
wuklirnyn. Kenyataan ini menunjukkan babwa IAEA
tidak mampu melakukan seifzard dalam mencegah
penvebaran senjata nukliv seperti yang dinyatakan
pada Pasal I dari NP'E.

Pada tahun 1965 langkah besar pertama untuk
mengembangkan  seifzard  dimulai  dengan
mengadopsi  siste  seifgard  baru  untuk
menggantikan sistem lama yang hanya meliput
reaklor, Instalasi yang berada di bawah seifgard
ditambah dengan instalasi olah vlang pada tahun

1966, dan kemudian tahun 1968 dengan instalasi
konversi dan fabrikasi. *

Menyusul pemberlakuan NPT pada tahun 1970,
1AEA  mengembangkan  sistem  seifgard  yang
melipul semua kegiatan daur bahan bakar nuklir
dart negara industri maju yang akan menjadi Negara
Pibak pada NPT. Sistem seifgard ini disetujui oleh
Dewan Gubernur FAEA pada tahun 1970 itu juga,
yang kemudian disempurnakan pada tahun 1972
sebagai  dokumen  INFCIRC/153 {Corr)¥.
Dokumen ini menjadi salah satu dokumen FAEA
dalam scifgard yang sangat penting.

Pada pertengshan tahun 1970 munrcul isu
pertentangan Kepentingan antars negara pemasck
dan negara penerima  teknologi nuklir. Isu ini
berkembang setelah India melakukan percobaan
senjata nuklimya pada 1974, Meskipun bahan
nuklir vang digunakan bukan vang berada dalam
pengawasan seifgard 1AEA, namun  adanya
percobaan  senjata  nuklir  olch  India  ini
memunculkan  keraguan akan keefektifan rezim
seifgard dan NPT, Keraguan ini juga dipicu oleh
adanya keinginan AS dan negara pemasok lainnya
untuk  membatasi  ekspor (dan  penggunaan)
tcknologl olah ulang dan teknologi nuklir lainnya
yang dianggzap sensitif,

Untuk mengurangi ketegangan karena adanya
perientangan di atas, atas usulan AS pada tahun
1977 dilakukan evaluasi menveluruh tentang asumsi
reknis terkait dengan pengembangan daur bahan
hakar nuklir yang menjadi dasar program nasional
energi nuklir banyak negara sejak tahun 1950an.
Pada bulan Marer 1980 evaluasi vang dilakukan
dalam kerangka [aternational Nuclear Fueé Cycle
Lvaluation (INFCE) berakhir dengan kesimpulan
bahwa secara teknis tidak mudah unluk mencegah
kepemilikan baban ledak nuklir dan juga tidak
mungkin untuk niemberi peringkat berbagai daur
bahan bakar sesuai dengan risiko proliferasi yang
terkait bersamanys, Proliferasi harus lebih dianggap
schagal masalah politis yang akan ditangani dengan
membentuk institusi baru dan tindakan bersifat
internasional  demgan  menyempurnakan  dan
memngerkuat sistem seifgard internasional.

Pada tahun 1980 Dewan Gubernur [AEA
membentuk Commniittee on Asswrances of Suppfy
(CAS) yang lerbuka untuk semua negara anggota
organisasi internasional ini. Komite bertugas untulk
mengembalikan kestabilan sistem pasckan nuklir
internasional i dalam  kerangka rezim non-
profiferasi yang dapat diterima semua pihak.
Pembentukan Komite ini menegaskan bahwa
hubungan pasokan nukkir dan seifgard welah menjadi
sangat dekat dan tidak ada lagi perdagangan nuklic
yang penting tanpa dilandasi kerangka sistem
scifoard yang efektif. Mamun demikian, Komite
tidak pernah  menghasitkan  kesimpulan  yang
bersifal  konscnsus, Pada  tahun 1987, pada
sidangnya vang ke-21, kegiatan Komite dinyatakan
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dihzntikan dan isu multinasionalisast bahan hakar
nuldlic dibiarkan mengambang.

PENGUATAN SISTEM TAHUN 1990 -
2005

Pada tahun 1991 terjadi Perang  Teluk  yang
memunculkan isu adanyva program rahasia lral
untuk  mengembangkan senjata  nuklir. Isu ini
mettyadarkan  akan  adanya  kekurangan  dalam
peiterapan seifgard vang hanya difokuskan pada
bahan nuklir yang dinvatakan dan kesimpulan
seifgard yang hanya diambil pada tingkat fasilitas.
Untuk itu TAEA mulai mengembangkan sistem

seifsard yang mampu  mendeteksi baban  dan
kegiatan nuklir yang tidak dilaporkan pada

persctujuan seifgard. Tujuan sistem seifeard vang
bara ini, yang disebut dengan perselujuan sciluard
menyeluruh  (CSA,  comprehensive  safeguomds
cgreements), adalah dapat memverifikasi tidak
hanya ketepatan informasi yang dilaporkan olch
swatul negara, namun juga kelesgkapan infonmasi
tersebut. Dengan kata lain, dengan sistem seifgard
ini [AEA akan mampu memberikan jaminan tidak
hanya mengenai tidak adanya bahan nuklic yang
diselewengkan dari lLegiatan yang dilaporkan,
pamun juga mengenal tidak adanya bahan dan
kegiatan nuklir yang tidak dilapockan.

Pada bulan Oktober 1991 Direktur Jenderal
(Dirjen) TAEA membenek SAGS)  (Swanding
Advisory Group on Safeguords huplemeniation) dan
meminta  kelompok  ini untuk  menyusun
rekomendasi dalam menyempurnakan seifzaed yang
hemat biaya. Rekomendasi SAGS] disampaikan ke
Dirjen 1AEA pada tahun 1993, vang kemudian
dilapokan oleh Dirjen ke Dewan Gubernur TAEA
pada tohun yang sama. Berdasar rekomendasi
SAGSE,  Sekretariat  [AEA  pada  awal 1995
menyusun  suatu progeam  yang disebut sebagai
‘Program  93+2°, dan  disetujul  oleh Dewan
Gubernur pada bulan Desember 1993 dan oleh
Konferensi Umum pada bulan September 1994 *,

Pelaksanaan ‘Program 9342 dimulai dengan
laporan Ditjen TAEA pada bulan Mel 1995 yang
menyatakan bahwa langkah yang akan diambil
dapat dibedakan atas dua jenis: hal-hal yang dapat
diterapkan  berdasar Bagian 1 dari  dokwmen
INFCIRCAES3 (Corr), dan hal-hal yang di luar
kewenangan yang diberikan olch dokumen tersebut
yang dinyatakan pada Bagian [1. Pada whun yang
santa, Dewan Gubernur den Konferensi Umum
menyetujui  penerapan  Hagian | tersebut, dan
meminta Dirjen unluk menyusun usulan yang jelas
berkaitan dengan penerapan Bagian 11,

Berdasar usulan Dirjen IAEA, pada butan Juni
1996 Dewan Gubernur muembentuk ‘Komite 24°
vang diberi tugas merancang protokol model
tambahan terhacdap persetujuan  seifzard vang
mierupakan penerapan Bagian [ dari TNFCHRAC/153

(Corr.). Hasil kegja ‘Komite 247 yang berupa
Pratockol model tamhbahan (AP) ini E) disetujui oleh
Dewan (Gubernur pada bulan Mei 1997, dan
kemudian diadopsi oleh Konferensi Umum pada
buian Oktober 1997.

Berdasar protokol model tambahan, suatu
ncgara hares memberikan permyataan kepada IAEA
yang berisi informas] mengenal semua aspek
kegiatan nuklir dan daur bahan baker nuklir di
negaranya, Negara int juga harus memberikan akses
seluas-luasnva kepada [AEA untuk memeriksa dan
untuk  menggunakan teknologi paling  mutakhir
dalam melaksanakan inspeksi seifgard fersebut. Hal
ini berbeda dengar di masa sebelunnya di mana
akses terbatas hanya uniuk titik-titik tertentu pada
fasilitas yang dilapotkan.

Protokol fambahan juga memberikan akses
kepada IAEA uniuk memeriksa setiap tempat pada
fasilitas nuklir dan lokasi lain di mana bahan nuklir
herada, atau diduga berada. Selain itu, negara vang
bersangkutan harus memberikan akses ke semua
lokasi yang melakukan, alau dapat melakukan,
kegiatan terkait daur bahan bakar nuklir. Dari segi
administratif, maodel tambahan  ini  memint
kemudahan dalam penunjukan inspektur seifzard
vang akan melakukan  wigasnya,  termasuk
kemudahan pemberian visa dan cara berkemunikasi
dengan kantor pusat [AEA B,

Penguatan  sistemn berlanjut  pada
Besember 1998 dengan  disusunnya
pengembangan  seifgard  terpade  (integrated
safegnards)  oleh  Selaetariat  1AEA.  Scifgard
terpadu dilaksanakan pada suatu negara yvang telah
memberlakukan baik persctujuan seifgard maupun
pratokel rambahan, dan [AEA telah yakin bahwa
tidak ada indikasi penyimpangan bahan nuklir yang
dilapoikan dari tujuan damai, dan tidak ada indikasi
adanya kegiatan atau baban wnukliv yang Llidak
dilaporkan pada negara tersebut. Dengan seifgard
telpadu  inl JAEA dapul mengurangi  kegiatan
inspelsinya di negara yang (elah mclaksanakannya.

Pada bulan September 1999, Dewan Gubernur
TAEA mengambil fangkah penguatan berikutnya
dalam sistem seifgard dengan menyctujul skema
stikarela dalam pemantauan risiko proliferasi yang
dapat timbul dalam pemisahan neptunium (Np) dan
amerisium (Am) . Beberapa negara terpitih diminta
unfuk melaporkan Np dan Am vang dimilik] dan
yang dickspornyn, jika ada, dan negara yang
memiliki  kemampuan  melakukan pemisahan
neptunivm  diminta untuk  menyewjui How-sheet
mosiitaring dengan 1AEA.

Dasar IAEA wuntuk melakukan pemantavan
risike proliferasi dari Np dan Am adalah sifat fisik
dan nukliv dari kedua isotop (lihat Tabel 1).°
Perbandingan sifat fisik isotop Np dan Am dengan
sifat fisik U-2335 dan Pu-239 (isotop fisil utama di
bawah seifgard) mendukung pandangan bahwa Np
dan Am dapat digunakan sebagai unsur fisi dalam

bulan
program
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ledukan nuklie. Sifat fisika nuklir (yaitu massa
kritil: dan tampang lintang fisi cepat) Np-237 dan
Am-241 juga mirip dengan yang dimiliki U-233.
Jika nilai *kuantitas yang signifikan’dilcrapkan pada
Np dan Am, jumlah untuk kedvanya akan sama
depgan  jumlah  untuk  U-235 pada  uraniwm
berpengayaan tinggi, vaitu 25 kg,

Penguatan seilgard terakhir dilakukan pada tahun
2003 dengan merevisi teks vang terkait dengan
protokol kuantitas kecil (SQP, snafl quantities
protocol).’  Pursclujuan  seifgard  dengan  SQP
dilakukan dengan negara yang memiliki sangat
sedikit atau sama sekali tidak memiliki baban

seifgard yang tidak dilaksanakan di negara yang

memiliki  status  tersebut.  Dengan  persetujuan
Dewan  Gubernur  IAEA, maka teks  SOQP
dimodifikasi sehingga (a) SOQP tidak dapat
diberlakukan pade negars  yang  telah  atau

merencanakan akan memiliki fasilitas nuklir, (b)
mewajibkan negara SQP untuk memberikan laporan
mengenai bahan nuklir yang ada, dan menberitahu
TIAEA dengan segera  jika memutuskan  akan
membangun fhsilitas nuklir, dan {¢) mengizinkan
IAEA melakukan inspeksi di negara SQP.

nukiir. Dengan  status SOQP, banyak prosedur
Tabel 1. Sifat Aktinida Terkait Ledakan Nuktir®
Umur paro Vlassa keitik  L.aju cmisi panas Laju emisineitron.  Lajucosis gamma
Nuklida e : . o fisi spontan (mSv/jam/kg pada
{tahun) (ko) {(Watls/kg) (wke/det) | e
J-235 7,03E+08 33 o g ]
Np-237 2,14E+06 36 a 2 104
Pu-238 87,74 19 367 2,59B+06 0,19
Pu-239 24119 13 1,9 16 0.03
Am-241 33.6 60 114 1375 50
9 = ZAe ) 4,6E+‘04 - 5]
Am-242 = o
An-242m (41 (dihitna)y 1,3 -380 6,55+07 6500
Am-243 7370 150 6,4 714 38

T g i
M Iiabaikan

Y Angka emisi panas dan neutron vang rendah terkait dengan Am-242m yang baru terpisah,
~Angka-angka ini akan meningkat tajam saat produk luruh curium terkumpul dan melurub.
 Laju dosis gana termasuk kontribusi dari produk furuh curium.,

STATUS PENERAPAN SEIFGARD

Dari 21 negara bukan pemilik senjata nuklir yang
menjadi Megara Pihak pada NPT, tercatat belum
secara efelktif memberlakukan CSA di negara
mereka: § negara telah menandatungini nann
belum meratifikasinya, ¢ negara telah disetujui
CSA-nva oleh Dewan Gubenur namun  belum
menandatanganinya, dan 7 negara  baru
menyampaikan keinginannva ke Dewan Gubernur
untuk dipertimbangkan.® Indoneasia telah
meratifikasi CSA ini pada tanggal 14 Juli 1980,

Dalam hal protokol tambahan, 128 negara
tercatat telah menandalanganinya, dan 96 negara
telah meratifikasinya, sementara Indonesia telah
meratitfikasinya pada tanggal 29 September [999.
Selain  iu, Indonesia juga felah  melaksanakan
scifgard terpadu sejak tahun 2003, dan menjadi
safah satu darl tica negara yang pertama kali
metaksanakannya (dua negara yang lain adalah
Australia dun Morwegia).

TANTANGAN SEIFGARD SAAT INI

Sistem seifgard yang telah diperkuat hanya dapat
dilaksanakan di negara vang telah memberlakukan
baik perscliujuan  seifgard menyeluruh  maupun
protokol tambahan. Hanva dengan cara ini TAEA
dapat menerapkan seifgard seeara peavh dan dengan
seafekiif dan scefisicn mungkin.

Pada tahun 1933 IAEA telah mengidentifikasi
berbagai keterbatasan dan masalah prakiis dalam
pelaksanaan scifgard inil™, Wamun demikian, dari
sepulub isu yang diidentifikasi pada tahun [983
tersebut, sebagian besar keterbarasan telah berhasil
diselesaikan dengan penguatan sistem  seilgard,
Beberapa isu  yang masilt  relevan  adalah
penerimaan seifgard yang masih bersifat sukaveia,
keterbatasan finansial,  dan tidak dimilikinya
kekuatan menghukum oleh TAEA.

Namun demikian, tanfangan terberat saat ini
adalah adanya kenvataan bahwa beberapa negara
setelah  melakukan, atau diduga melakulkan,
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pelanggaran terhadap persetujuan scilgard yang
telah  diberlakekannya. Beberapa negara yang

lLasus Iran diawali dengan lapovan Dirjen
[AEA pada Dewan Gubernur pada November 2003
babhwa [ran  “melanggar kewajibannya  untuk
memenuhi persyaratan pada persetujuan seifgard
{hreaching [ts obfigation o comply with the
provisions of the Safegrards Agreementsy” dengan
ridak memberikan akses ke lokasi dan menolak

diambil sampel lingkungannya.  Menurut
Godschmidd", pengaunaan  kata-kata  ambigu
tersebut dan hukan *ketidakpatuhan

(roncomplionce) merupakan salah salu penyebab
kasug ini menjadi lebih bersifat politis dan tidak lagi
murni tcknis yang sehenarnyva menjadi tugas utama
Sekretariat IAEA.

Dalam kurun waktu tujuh tabun ini, kasus lran
lelah menghasilkan sebanyak [0 resolusi Dewan
Gubemur TAEA (2003: 2, 2004: 4, 2005; 2, 2006: 1,
2009 1) dan 6 resolusi Dewan Keamanan PBB
[2006: 2 {resolusi 1696 dan £737), 20607: 1 (resolusi
1747, 2008: 2 f{resolusi 1803 dan 1835), 2010:1
(resofusi 1929)]. Namun demikian, kasus ini ssunpai
sekarane masih bergulir di Dewan Gubernur JAEA
dan belum menunjukkan titik terang kapan akan
berakhir. Berlarut-larutnya kasus inl laempakoya
karena ada dua alasan utama, geopolitik dan
ekonomi, vang menycebabkan paling sedikit ada satn
dart lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB
yang memiliki hak vete yang akan menentang
diberikannya sanksi yang kebih keras kepada [ran.

Dalam kasus tain, Libya juga dilaporkan ke
Dewan Gubernur IAEA pada Februari 2004 kareng
niencrima dokumen fterkait desain dan fabrikasi
senjata  nuklir, dan  juga mengakui  memiliki
program senjata nuklbir. Meskipun kasus ini sempat
dilaporkan ke Dewan Keamanan PRBE dengan status
fhanya untuk informasi’, namun kerjasama akUif
Libya dengan JIALA dafam menghentikan program
senjala nuklirnya membuat kasus ini dihentikan,

Fada penbahasan awal dalam proses deklarasi

Korea Selatan  untuk mengikathan diri  pada
protokod tambahan pada Agustus 2004, negara ini
menginfonnasikan kepada 1AEA bahwa mereka
memitiki - bahan  auklir diperkava yang tidak
dilaporkan ke JALBA. Meskipun diakui bahwa
kegiatan pemisahan yang hanya melibatkan saty
miligram wranium diperkaya ini tidak diketalui
pemerintahnya, namen LALEA retap mengivim tim
untuk memeriksanya. Kasus i juge dihentikan
setelah  Korea Sclatan  melukukan  tindzkan
perbaikan dan bekesjasama secara akif dengan
IAEA untuk melaksanakan CSA dan protokel
tambahian,
Dalam  hal Mesir, pada tahun 2004 IAEA
menemukan dari berbagai sumber terbuka bahwa
ada kegiatan di negara ini yang melibatkan ekstraksi
dan kenversi wraniwm, iradiasi targetl uranium dan
pengolahan ulang yvang tidak dilaporkan ke IAEA.

melakukan pelanggaran adalah Iran, Libya, Korea
Selatan, Mesir, Korca Ulara, dan Syria.

Namun seiclab  dilakukan pemeoriksaan oleh
inspekeur seifgard IAEA, dan kerjasama penuh
Mesir untuk menyelesaikannya, kasus ini juga
dihenlikan,

Kasus Korea Utara merupakan kasus yang unik
rerkait dengan apcaman kedamaian dan keamanan
internasional. Negara ini menarik keanggotaannya
dari NPT setelah 1AEA mencmukan
ketidakpatuhannya terhadap persetujuan seifgard,
Sejak pemerintah Korea Utara meminta TAEA
untuk menghentikan  kegiatan  verifikasinya di
negara tersebut pada langgal 31 Descmber 2002,
[AEA tidak bisa mengambil keputusan apa pun
terkait dengan kegiaran nuklir Korea Utara,

Menyusul hasil pembicaraan enam-negara yang
dilaksanalian pada awal Februari 2007, pemerintah
Korea Utara mengundang IAEA untuk memantan
dan  memverilikasi  penutepan fasilitas nuklir
Youngbvor di negara ini, sekaligus memberikan
segel untuk tidak dioperasikan kembali. Nanwn
demikian, ketidakpuasan Korez Utara rerhadap
tindalk  lanjul  pembicaraan  cham  ncgara
mengakibatkan nesara ini meminta [AEA untuk
membuka segelnya pada September 2008, Atas
permintaan (ni maka pada April 2000 1AEA
mentbuka semua segel dan mematikan semua
kamera  pengamat, dan juga menarik  semua
inspektwnya dari Korea Utara. Sejak saat itu TAEA
kembali menyarakan bahwa mereka tidak bisa lagi
metakukan kegiatan verifikast di Korea Urara, dan
dengan  demikian  tidak  dapat  memberikan
kesimpulan terhadap kegiatan nuklir negara ini,

Dalam hal Syria, Dijen [AEA melaporkan
pada bulan Juni 2008 kepada Dewan Gubernur
bahwa instatasi ¢i Dair Alzouwr vang dihancurkan
[sragl merupakan suatu reakrar nuklir. JAEA seoipat
melakukan pengukuran samipel lingkungan  dan
menemukan adanya partikel wranium dari jenis
yang tidak dilaporkan Syria sebelumnya. Penjelasan
Syria buhwa partiket tersebut berasal dart rudal
yang menghancurkan gedung terbantahkan karcna
sangat keeil kemungkinannya rudal menggunakan
bahan yang mengandung partikel tersebut. Sampai
pada pertemuan Dewan Gubernur pertengghan
September 2010 ini, Dirjen TAEA menyatakan
bahwu Syria belum mau bekerjasama dengan JALA
sejak  bulan  Juni 2008 terscbut  dalam
menyelesaikan isu yang terkait dengan instalasi di
Dair Alzour dan tiga lokasi tainnyal’], Dirjen LAEA
Juga menyatakan balwa dengan herlalunya waktu,
beberapa informasi penting terkail tapak Dair
Alzour mungkin saja akan dapat hilang.

Eri Hiswara
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PEMBAHASAN

Pengikatan dirl suaiu negara pada  persetujuan
seifgard adalah bersifat sukarela. Karena itu, seperti
telah disinggung di atas, belum semua negara yang
bukan pemilik senjata nuklic yang merupakan
Negarn  Pihak  pada NPT tefah  melakukan
persetujuan seifgard dengan [IAEA. Demikian pula
helum semua negara yang telah melaksanakan
persetyjuan seifgard ini mwengikatkan diri pada
protekol lambaban,

Deklarasi protokel tambahan berisi informasi
tentang lokasi dan penggunaan bahan nuklic yang
dikceualikan dari persetujuan seifgard. Informasi ini
berguna karena adanya kemungkinan bahan nuklir
yang dikecualikan itu digunakan uniuk Kegiatan
vang scharusnya  berada  dalam  pengawasan
seifgard. Untuk memperkuat seifgard di negara
yang beium memberlakukan protokel tambahan,
sehenarnya klausut pada paragraf 38 persentjuan
scifgard™ dapat dipertimbangkan untuk diterapkan.
Klausul ini menyatakan bahwa seifgard dapat
dilaksanakan ulang terhadap bahan nukliv yang
sebelumnya  dikecualikan, jika bahan tersebut
diproses atau digunakan pada kegiatan nuklir.

Satab satu isu keterbatasan seifgard yang telah
diidentifikasi sejak tahun 1983 namun  belum
terselesaikan  adalah  keterbatasan  finansial.
Anggaran tahunan seifgard adalah sekitar 120 juta
UJSD setiap tahunnya, dengan pengeluaran termasuk
kegiatan vang langsung terkait dengan verifikasi
{inspeksi, pengolahan informasi, manajsmen
peralatan, pengolashan sampel, dil) dan kegiatan
pendukung lainnva (pengembangan konsep dan
pendekatan seifgard, desain proses, pengeinbangan
infrastrukiur komunikasi, dil)!'?) fronisnya, dengan
jumlah kegiatan yang makin besar karena negara
yang melaksanakan CSA dun AP dari tahun ke
tahun makin meningkat, dana yang tersedia relatif
sama karena adanya kebijakan ‘perrumbuihan nol®
dalam anggaran IAEA. Hal ini berakibat sangat
bersantungnya anggaran seilgard pada dana ekstra-
anggaran yang disediakan oleh negara besar terrentu
yang menjaci anggota LAEA, Dana ekstra-anggaran
adalal dana vang diberikan negara anggota i luar
kerangka anggaran reguler.

Kekuatan menghukum sampai sekarang juga
belum dimiliki oleh TAEA. Hal ini terkait dengan
statuta  TAEA  yang menyalakan  babwa  jika
Sekretarat TAEA menemukan pelanggaran  oleh
suatu negara, maka Sekretariat TAEA hanya bisa
metaporkannya ke  Dewan  Gubernur,  Dewan
Cubernur  kemudian  akan  memutuskan  apakah
pelanggaran bersifat ketidakpatuhan atau tidak, dan
perlu dilaporkan ke Dewan Keamanan PEE atau
tidak. Dengan demikian, akan ada pelanggaran yang
laporannya terhenti di Dewan Gubernur jika cukup
ringan dan negara yang melanggar bekerjasama

secara penub dengan 1AEA untuk memperbaiki
kesalahan yang dilakukan dan kemudian memaluhi
semua ketentuan pada porsctujuan  seifgard.
Sementara, pelarggaran bersifat  ketidakpatuban
yang dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB juga
ada yang hanya bersifat ‘untuk informasi saja’,
nanun ada  pula  yang  mengakibatkan
dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan, yang
pada akhirnya dapat berwujud sebagai sangsi-sangsi
tertentu kepada negurs pelanggar tersebut,

KESIMPULAN

Persetujuan seifgard dengan JAEA  merupakan
pelaksanaan dari Pasal 111 NPT, meski pun sebelum
NPT diberlakukan TAEA telah memiliki sistem
seifeard yang masih sederhana. Selama kurun waklu
1960 — 1690 sistem seifgard ini telah dikembanglkan
untuk dapat menjawab  tantangan rezim non-
praliferasi, sementara dalam periode tahun 1990 -
2005 sistem diperkuat dongan berbagal instrumen
yang lebih ketat agar dunia internasional dapat
mempercleh jaminan babwa suatu negara yang
bukan pemilik genjata nuklir tidak pernah akan
berubah menjadi negars vang memanfaatkan senjata
pemusnah massal ini.

Dalam pelaksanaannya sistem  scifgard ini
beberapa kali mengalami  tantangan  terhadap
integritastiya, Tantangan yang bersifat pelangzaran
ini sebagian besar berhasil diatasi olch Sckretaciat
LABA, namun ada pula vang terpaksa dibawa le
sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam kaitan ini
maka akan tampak bahwa penanganan masatab
pelanggaran tidak lagi bersifac teknis namun telah
memasuki ruang politik yang memerlukan negosiasi
yang panjang dan kadang berbelit, dan tidak dapal
dipastikan kapan akan berhasil diselesaikan,
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